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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 203 /PMK.07/2012 

TENTANG 
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2010 DAN TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Kurang Bayar Dana 
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 
2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang telah 
dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang 
Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 
Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian 
Anggaran Transfer Ke Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 
TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal 1 

(1) Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 
(DBH PBB) merupakan penerimaan pajak yang belum 
dibagihasilkan kepada daerah. 

(2) Alokasi Kurang Bayar DBH PBB disebabkan oleh: 

a. selisih kurang antara alokasi definitif DBH dengan DBH 
berdasarkan realisasi penerimaan; 

b. penerimaan PBB Migas Tahun Anggaran 2011 yang belum 
dibagihasilkan; atau 

c. salah salur oleh Bank Operasional III.  

Pasal 2 

(1) Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah sebesar 
Rp223.098.071.841,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan 
puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat 
puluh satu rupiah), terdiri atas: 
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